
Prinsip dan Praktik Syariah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Pendahuluan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam struktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) memiliki kedudukan yang jauh melampaui sekadar pemenuhan 

kewajiban prosedural sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. RAT merupakan pilar utama dari implementasi tata kelola syariah (Sharia 

governance) dan manifestasi modern dari prinsip musyawarah (syura) dalam Islam. 

Forum ini adalah arena kedaulatan tertinggi bagi para anggota, di mana prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan penentuan arah strategis koperasi ditegakkan. Lebih dari 

itu, RAT KSPPS berfungsi sebagai forum evaluasi kolektif untuk memastikan, 

mengesahkan, dan mengarahkan agar seluruh denyut nadi operasional koperasi, 

terutama dalam kegiatan simpan pinjam, senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip 

syariah untuk periode mendatang. Laporan ini akan mengupas secara mendalam prinsip 

dan praktik syariah dalam penyelenggaraan RAT KSPPS, serta implikasinya terhadap 

manajemen risiko dan keputusan investasi. 

  



Bagian 1: Kerangka Tata Kelola KSPPS dan Kedudukan Strategis RAT 

Bagian ini bertujuan membangun pemahaman fundamental mengenai struktur unik 

KSPPS dan menempatkan RAT sebagai elemen strategis yang membedakannya dari 

koperasi konvensional. 

1.1 Landasan Hukum dan Prosedural Penyelenggaraan RAT 

Secara hukum, penyelenggaraan RAT merupakan kewajiban bagi semua koperasi di 

Indonesia, termasuk KSPPS. Landasan utamanya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 tentang Perkoperasian, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 

No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. 

Regulasi ini menegaskan bahwa RAT adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata 

kelola koperasi, menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, 

dan akuntabilitas. 

Beberapa ketentuan teknis yang wajib dipatuhi antara lain: 

 Waktu Pelaksanaan: RAT wajib diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 

setahun dan dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau. 

 Kuorum Rapat: Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

setengah ditambah satu (1/2 + 1) dari jumlah anggota yang terdaftar. 

 Mekanisme Rapat: Selain pertemuan fisik, peraturan memungkinkan 

pelaksanaan RAT melalui sistem perwakilan kelompok, tertulis, atau 

menggunakan media elektronik seperti telekonferensi dan video konferensi, 



terutama jika anggota tersebar luas atau ada kondisi yang tidak memungkinkan 

pertemuan langsung. 

Tujuan utama dari penyelenggaraan RAT adalah untuk mengevaluasi kinerja pengurus 

dan pengawas selama satu tahun buku, menetapkan kebijakan dan langkah strategis 

untuk masa depan, meningkatkan keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan 

keputusan, serta memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

1.2 Filosofi Koperasi Syariah: Pembeda Fundamental dari Konvensional 

Perbedaan paling mendasar antara KSPPS dan koperasi konvensional terletak pada 

filosofi yang melandasinya. KSPPS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 

melarang praktik riba (bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-

piutang), gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam akad),  dan 

maysir (spekulasi atau perjudian). Sebaliknya, operasional KSPPS dibangun di atas 

fondasi keadilan, kesetaraan, transparansi, dan kepedulian sosial. 

Tujuan akhir KSPPS bukanlah semata-mata mengejar keuntungan finansial dalam 

bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), melainkan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) 

atau kebaikan umum yang lebih luas bagi anggota dan masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan tujuan luhur syariah (Maqasid al-Shariah), yang mencakup perlindungan 

terhadap iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, mekanisme perolehan 

keuntungan dalam KSPPS tidak menggunakan sistem bunga seperti pada koperasi 

konvensional. Sebaliknya, keuntungan diperoleh melalui skema bagi hasil (profit-loss 



sharing) pada pembiayaan berbasis kemitraan, atau melalui margin keuntungan (ribh) 

yang transparan dan disepakati dalam transaksi jual beli. 

1.3 Tiga Pilar Pengawasan dalam RAT: Peran Pengurus, Pengawas, dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

Dalam RAT, akuntabilitas ditegakkan melalui laporan pertanggungjawaban dari tiga pilar 

utama. 

 Pengurus: Bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi 

sehari-hari. Mereka wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

mengenai kinerja keuangan dan operasional kepada anggota dalam RAT. 

 Pengawas: Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Mereka juga 

menyampaikan laporan hasil pengawasannya dalam forum RAT. 

 Dewan Pengawas Syariah (DPS): Ini adalah pilar yang menjadi pembeda absolut 

KSPPS dari koperasi konvensional. Setiap KSPPS wajib memiliki DPS yang 

anggotanya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga terkait. Tugas utama DPS adalah memastikan 

bahwa seluruh produk, akad, dan kegiatan operasional KSPPS telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan hasil pengawasan DPS, yang berisi opini 

dan temuan terkait kepatuhan syariah, merupakan agenda wajib yang harus 

disampaikan dan disahkan oleh anggota dalam RAT. 



Kehadiran dan pengesahan laporan DPS dalam RAT memiliki implikasi yang sangat 

mendalam. Ini mengubah RAT dari sekadar forum akuntabilitas finansial menjadi forum 

validasi kepatuhan syariah secara kolektif. Ketika anggota memberikan suara untuk 

mengesahkan laporan DPS, mereka tidak hanya menilai kinerja bisnis dengan 

pertanyaan "apakah koperasi kita untung?", tetapi juga secara sadar menilai kinerja 

syariah dengan pertanyaan "apakah keuntungan yang kita peroleh halal dan membawa 

berkah?". Kegagalan pengurus untuk mendapatkan pengesahan atas laporan DPS akan 

memicu krisis legitimasi yang jauh lebih fundamental daripada sekadar kinerja finansial 

yang buruk. Hal ini menyentuh inti identitas koperasi dan dapat dikategorikan sebagai 

manifestasi dari Sharia non-compliance risk pada tingkat tata kelola tertinggi. 

Tabel 1: Perbandingan Kunci antara RAT KSPPS dan RAT Koperasi Konvensional 

Aspek Koperasi Konvensional 
Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Dasar Filosofi 

Asas kekeluargaan 

dan demokrasi 

ekonomi. 

Asas kekeluargaan dan prinsip 

syariah Islam. 

Sumber Hukum 

Tambahan 

UU Perkoperasian dan 

peraturan turunan. 

"UU Perkoperasian, peraturan 

KSPPS, dan Fatwa DSN-MUI." 

Badan Pengawas Kunci 
Pengurus dan 

Pengawas. 

"Pengurus, Pengawas, dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS)." 



Aspek Koperasi Konvensional 
Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Fokus Laporan 

Pertanggungjawaban 

Kinerja keuangan dan 

operasional. 

"Kinerja keuangan, operasional, 

dan laporan kepatuhan syariah 

dari DPS. " 

Mekanisme Keuntungan 
Bunga atas pinjaman 

dan jasa lainnya. 

"Bagi hasil, margin jual beli 

(murabahah), sewa (ijarah), dll. " 

Tujuan Akhir 
Kesejahteraan anggota 

(fokus pada SHU). 

Kesejahteraan anggota di dunia 

dan akhirat (falah) melalui 

pencapaian maslahah. 

 

  



Bagian 2: Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Inti Simpan Pinjam 

Kinerja produk simpanan dan pembiayaan menjadi sorotan utama dalam RAT. 

Evaluasinya tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan akad 

syariah yang mendasarinya. 

2.1 Analisis Produk Penghimpunan Dana: Akad Wadi'ah dan Mudharabah 

KSPPS menghimpun dana dari anggota melalui dua akad utama: 

 Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah: Ini adalah akad titipan murni di mana 

KSPPS sebagai penerima titipan menjamin pengembalian dana kapan pun 

anggota memintanya. KSPPS diizinkan untuk memanfaatkan dana titipan tersebut 

untuk kegiatan produktif. Sebagai bentuk apresiasi, KSPPS dapat memberikan 

"bonus" kepada anggota secara sukarela, yang tidak boleh diperjanjikan di awal 

baik besaran maupun waktunya. Dalam RAT, evaluasi terhadap produk ini 

berfokus pada dua hal: kemampuan KSPPS menjaga keamanan dan likuiditas 

dana titipan, serta memastikan bahwa praktik pemberian bonus tidak menyerupai 

bunga terselubung dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 

 Simpanan Investasi Mudharabah Muthlaqah: Akad ini merupakan bentuk kerja 

sama investasi. Anggota bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), dan 

KSPPS bertindak sebagai pengelola modal (mudharib). Keuntungan dari hasil 

pengelolaan dana akan dibagi antara anggota dan KSPPS sesuai dengan rasio 

(nisbah) bagi hasil yang telah disepakati di muka. Sesuai prinsipnya, jika terjadi 

kerugian finansial (bukan karena kelalaian pengelola), maka kerugian tersebut 



ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Agenda RAT akan mengevaluasi 

kinerja investasi KSPPS dan keadilan dalam penetapan serta realisasi pembagian 

nisbah bagi hasil. 

2.2 Mekanisme Pembiayaan Berbasis Jual Beli (Murabahah) 

Murabahah adalah akad pembiayaan yang paling dominan di KSPPS. Prosesnya harus 

mengikuti langkah-langkah yang sesuai syariah: 

1. Anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli suatu barang. 

2. KSPPS membeli barang tersebut dari pemasok, baik secara langsung maupun 

dengan memberikan kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli atas nama 

KSPPS. 

3. Setelah barang menjadi milik KSPPS, koperasi kemudian menjual barang tersebut 

kepada anggota dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan (ribh) 

yang telah disepakati bersama. 

4. Pembayaran dilakukan secara angsuran. 

Transparansi mengenai harga perolehan dan besaran margin adalah kunci utama dalam 

akad ini.10 Poin kritis yang harus dievaluasi dalam RAT adalah apakah KSPPS benar-

benar melakukan transaksi jual beli yang riil (terjadi perpindahan kepemilikan barang) 

atau hanya sekadar memberikan uang tunai kepada anggota yang disamarkan sebagai 

jual beli. Praktik yang menyimpang dari skema ini dapat menjerumuskan transaksi ke 

dalam praktik riba, dan ini menjadi area pengawasan utama bagi DPS dan anggota dalam 

forum RAT. 



2.3 Mekanisme Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Musyarakah dan Mudharabah) 

Produk pembiayaan berbasis bagi hasil mencerminkan semangat kemitraan dan berbagi 

risiko yang menjadi inti ekonomi Islam. 

 Pembiayaan Musyarakah: KSPPS dan anggota bersama-sama menyertakan 

modal untuk suatu proyek atau usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang 

disepakati, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi 

modal masing-masing. 

 Pembiayaan Mudharabah: KSPPS menyediakan 100% modal usaha kepada 

anggota yang bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan 

kerugian finansial ditanggung oleh KSPPS sebagai penyedia modal. 

Dalam RAT, evaluasi terhadap produk-produk ini tidak hanya melihat tingkat 

pengembalian finansial, tetapi juga menyoroti aspek keadilan dalam penentuan nisbah 

bagi hasil, transparansi, dan kejujuran anggota sebagai mitra dalam melaporkan hasil 

usahanya. 

2.4 Evaluasi Kinerja dan Kepatuhan Syariah Produk dalam Agenda RAT 

Laporan kinerja produk yang disajikan dalam RAT harus mencakup metrik ganda: metrik 

finansial seperti profitabilitas dan tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing 

Financing/NPF), serta metrik kepatuhan syariah yang mencakup kesesuaian 

implementasi akad dengan fatwa dan temuan-temuan dari DPS. RAT menjadi forum bagi 

anggota untuk secara kritis mempertanyakan praktik yang ada, misalnya: "Mengapa 

margin murabahah di koperasi kita terasa lebih tinggi dibandingkan lembaga lain?" atau 



"Mengapa porsi pembiayaan bagi hasil (musyarakah) yang lebih adil sangat kecil 

dibandingkan pembiayaan murabahah?". 

Diskusi semacam ini menyingkap adanya sebuah ketegangan inheren antara efisiensi 

operasional dan puritas kepatuhan syariah. Di satu sisi, akad murabahah lebih mudah 

distandarisasi, risikonya lebih terukur, dan cenderung lebih profitabel bagi KSPPS. 

Namun, membawa risiko kepatuhan syariah yang lebih tinggi jika tidak dijalankan dengan 

cermat. Di sisi lain, akad bagi hasil seperti musyarakah lebih mencerminkan ruh ekonomi 

Islam yang sejati (berbagi risiko), namun lebih kompleks untuk dikelola, diawasi, dan 

hasilnya tidak pasti. Dengan demikian, RAT menjadi arena di mana para anggota, 

sebagai pemilik koperasi, secara kolektif menavigasi dan menyeimbangkan kedua tujuan 

ini. Keputusan untuk mendorong lebih banyak pembiayaan musyarakah mungkin akan 

mengurangi profitabilitas jangka pendek, tetapi dapat meningkatkan "nilai syariah" dan 

keberkahan koperasi di mata anggota. 

  



Bagian 3: Implikasi pada Manajemen Risiko Syariah dalam Konteks RAT 

Prinsip syariah tidak hanya mengatur produk, tetapi juga membentuk pendekatan unik 

dalam manajemen risiko yang harus dibahas, dievaluasi, dan disetujui dalam RAT. 

3.1 Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Khas KSPPS 

KSPPS menghadapi risiko umum yang juga dialami lembaga keuangan lain, seperti risiko 

pembiayaan macet (wanprestasi), risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko 

solvabilitas (permodalan). Namun, KSPPS juga dihadapkan pada risiko-risiko spesifik 

yang harus dilaporkan dan dimitigasi, antara lain: 

 Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Non-Compliance Risk): Ini adalah risiko 

paling fundamental, yaitu risiko kerugian finansial atau reputasi akibat operasional, 

produk, atau akad yang dinilai tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Temuan DPS 

dalam RAT adalah indikator utama dari risiko ini. 

 Risiko Tingkat Imbal Hasil (Rate of Return Risk): Risiko penurunan pendapatan 

KSPPS akibat fluktuasi kinerja investasi pada aset-aset yang menggunakan 

skema bagi hasil, yang hasilnya tidak tetap seperti bunga. 

 Risiko Reputasi: Risiko hilangnya kepercayaan anggota dan masyarakat luas 

akibat isu pelanggaran prinsip syariah, yang dampaknya bisa lebih merusak 

daripada kerugian finansial semata. 

3.2 Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah: Dari Prinsip 5C hingga Restrukturisasi 

Syariah 



Dalam RAT, pengurus harus melaporkan strategi mitigasi risiko pembiayaan yang telah 

dan akan dilakukan. 

 Tindakan Preventif: KSPPS menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran 

pembiayaan, salah satunya melalui analisis 5C (Character, Capacity, Capital, 

Collateral, Condition). Dalam konteks syariah, aspek Character (karakter, sifat 

amanah, dan kejujuran calon anggota) mendapat penekanan yang sangat kuat. 

Selain itu, analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis. 

 Tindakan Korektif: Jika terjadi pembiayaan macet, penanganannya harus tetap 

dalam koridor syariah. Opsi yang dapat diambil antara lain rescheduling 

(penjadwalan ulang angsuran), reconditioning (perubahan persyaratan dengan 

tetap menjaga prinsip syariah), atau bahkan penghapusan tagihan jika anggota 

terbukti benar-benar tidak mampu dan masuk kategori gharim (orang yang 

berutang dan tidak sanggup membayar). Kebijakan mengenai restrukturisasi ini 

harus transparan dan disetujui dalam RAT. 

3.3 Pembahasan dan Penetapan Kebijakan Risiko dalam Forum RAT 

Pengurus wajib menyajikan profil risiko KSPPS secara transparan kepada anggota dalam 

RAT. Laporan ini harus mencakup data kuantitatif seperti rasio NPF, konsentrasi 

pembiayaan pada sektor tertentu, dan hasil audit risiko. Berdasarkan laporan tersebut, 

RAT menjadi forum untuk membahas dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko 

untuk tahun berikutnya, seperti kebijakan pencadangan risiko aktiva produktif, penetapan 

batas maksimal penyaluran pembiayaan, dan alokasi SHU untuk dana cadangan risiko. 



Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam KSPPS beroperasi pada 

dua tingkatan: level mikro pada transaksi individual dan level makro pada kepatuhan 

terhadap tujuan luhur syariah (Maqasid al-Shariah). RAT adalah forum di mana kedua 

level ini dievaluasi secara bersamaan. Pada level mikro, fokusnya adalah mitigasi 

wanprestasi dari anggota menggunakan alat analisis seperti 5C. Ini adalah manajemen 

risiko teknis. Namun, pada level makro, konsep Maqasid al-Shariah menuntut agar 

seluruh portofolio risiko KSPPS dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti 

menjaga harta anggota (hifdz mal) dan mempromosikan keadilan sosial. Oleh karena itu, 

sebuah kebijakan risiko yang disetujui di RAT mungkin secara teknis sangat baik 

(misalnya, berhasil menekan NPF hingga nol), tetapi bisa saja dikritik oleh anggota jika 

dianggap terlalu ketat sehingga menghalangi akses pembiayaan bagi anggota miskin 

yang produktif, yang berarti bertentangan dengan semangat maslahah. Diskusi risiko 

dalam RAT adalah sebuah proses penyeimbangan yang kompleks antara kehati-hatian 

finansial dan pemenuhan misi sosial-keagamaan koperasi. 

Tabel 2: Matriks Manajemen Risiko KSPPS 

Jenis Risiko Penyebab Potensial 
Dampak pada 

Koperasi & Anggota 

Strategi Mitigasi (untuk 

dibahas di RAT) 

Pembiayaan 

Macet 

"Penurunan 

pendapatan 

anggota, kurangnya 

itikad baik, analisis 

"Penurunan 

profitabilitas (SHU), 

terganggunya 

likuiditas, kerugian 

modal." 

"Preventif: Analisis 5C yang 

ketat, survei kelayakan 

usaha. Korektif: 

Rescheduling, 



Jenis Risiko Penyebab Potensial 
Dampak pada 

Koperasi & Anggota 

Strategi Mitigasi (untuk 

dibahas di RAT) 

pembiayaan yang 

lemah." 

reconditioning, 

restrukturisasi syariah. " 

Kepatuhan 

Syariah 

"Kurangnya 

pemahaman SDM, 

proses bisnis tidak 

sesuai akad, opini 

negatif dari DPS." 

"Kehilangan 

kepercayaan anggota, 

sanksi regulator, risiko 

reputasi, batalnya 

keberkahan usaha." 

"Preventif: Pelatihan syariah 

rutin, audit internal oleh 

DPS, SOP yang patuh 

syariah. Korektif: Perbaikan 

proses bisnis sesuai 

rekomendasi DPS." 

Operasional 

"Kesalahan 

manusia (human 

error), kegagalan 

sistem teknologi, 

penipuan internal 

(fraud)." 

"Kerugian finansial, 

gangguan layanan, 

penurunan 

kepercayaan." 

"Preventif: Pengendalian 

internal yang kuat, 

pemisahan tugas, 

penggunaan teknologi yang 

andal. Korektif: Prosedur 

investigasi dan penegakan 

sanksi." 

Likuiditas 

"Penarikan dana 

simpanan besar-

besaran, 

pembiayaan macet 

yang tinggi." 

"Kesulitan memenuhi 

kewajiban penarikan 

dana anggota, gagal 

bayar." 

"Preventif: Diversifikasi 

sumber dana, manajemen 

aset-liabilitas. Korektif: 

Fasilitas pendanaan dari 



Jenis Risiko Penyebab Potensial 
Dampak pada 

Koperasi & Anggota 

Strategi Mitigasi (untuk 

dibahas di RAT) 

lembaga lain yang sesuai 

syariah." 

 

  



Bagian 4: Proses Pengambilan Keputusan Investasi Strategis dalam RAT 

RAT bukan hanya forum evaluasi masa lalu, tetapi juga merupakan panggung utama 

untuk merumuskan dan mengesahkan arah masa depan koperasi melalui keputusan 

investasi yang strategis. 

4.1 Alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Kebijakan Reinvestasi 

Salah satu agenda paling ditunggu dalam RAT adalah penetapan pembagian Sisa Hasil 

Usaha (SHU). Dalam KSPPS, prinsip keadilan sangat ditekankan. Pembagian SHU tidak 

hanya didasarkan pada besaran simpanan anggota, tetapi juga harus memperhitungkan 

tingkat partisipasi aktif anggota dalam memanfaatkan produk-produk pembiayaan dan 

jasa koperasi lainnya. 

Lebih dari sekadar membagi keuntungan, anggota dalam RAT juga membuat keputusan 

investasi yang krusial: menentukan berapa persen dari SHU yang tidak dibagikan, 

melainkan direinvestasikan kembali ke dalam koperasi. Alokasi ini bisa untuk dana 

cadangan (memperkuat permodalan), dana pendidikan anggota, dana sosial untuk 

lingkungan sekitar, atau sebagai modal untuk pengembangan usaha baru. Keputusan ini 

mencerminkan kebijaksanaan kolektif anggota dalam menyeimbangkan antara 

keuntungan jangka pendek yang diterima secara individu dengan keberlanjutan dan 

pertumbuhan koperasi dalam jangka panjang. 

 



4.2 Perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RK-RAPB) yang Sejalan dengan 

Maqasid al-Shariah 

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-

RAPB) adalah inti dari perencanaan strategis yang disahkan dalam RAT. Namun, dalam 

KSPPS, RK-RAPB tidak boleh hanya berisi target-target angka pertumbuhan aset dan 

laba. Setiap program kerja dan alokasi anggaran harus dievaluasi dan dijustifikasi 

berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian Maqasid al-Shariah. 

Proses diskusi dalam RAT akan diwarnai oleh pertanyaan-pertanyaan evaluatif yang 

lebih dalam, seperti: "Apakah rencana pembukaan kantor cabang baru ini benar-benar 

ditujukan untuk menjangkau masyarakat dhuafa yang belum terlayani atau hanya untuk 

bersaing di pasar yang sudah jenuh?" atau "Apakah investasi pada teknologi digital baru 

ini akan meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan bagi seluruh anggota, atau 

justru menciptakan kesenjangan digital?". 

4.3 Mekanisme Pengambilan Keputusan Investasi: Dari Usulan Anggota hingga 

Pengesahan 

RAT adalah wujud nyata dari prinsip koperasi "dari, oleh, dan untuk anggota". Setiap 

anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan usulan, 

memperdebatkan rencana yang diajukan pengurus, dan pada akhirnya memberikan 

suara dalam pengambilan keputusan strategis. Proses pengambilan keputusan ini sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mekanisme utamanya adalah musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Seluruh peserta didorong untuk berdiskusi secara terbuka dan 



bijaksana untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila mufakat tidak tercapai, barulah 

pemungutan suara (voting) menjadi alternatif terakhir, di mana prinsip satu anggota satu 

suara (one man one vote) ditegakkan. 

Proses ini secara efektif menjadikan keputusan investasi strategis dalam RAT KSPPS 

sebagai proses alokasi sumber daya yang dibimbing oleh filter etis-syariah, bukan 

semata-mata oleh kalkulasi return on investment (ROI). Setiap usulan investasi atau 

program kerja harus melewati dua saringan. Saringan pertama adalah kelayakan bisnis: 

apakah usulan ini sehat secara finansial dan operasional? Saringan kedua, yang tidak 

kalah penting, adalah kelayakan syariah: apakah usulan ini sejalan dengan prinsip 

syariah, bebas dari unsur terlarang, dan berkontribusi pada kemaslahatan umum? 

Sebuah usulan dengan proyeksi ROI yang sangat tinggi bisa saja ditolak oleh mayoritas 

anggota dalam RAT jika dianggap berasal dari sektor usaha yang syubhat (meragukan 

kehalalannya) atau tidak memberikan manfaat sosial yang jelas. Dengan demikian, RK-

RAPB yang disahkan dalam RAT KSPPS idealnya adalah sebuah dokumen strategis 

yang telah teruji kelayakan bisnis dan kelayakan syariahnya. 

  



Bagian 5: Studi Kasus dan Rekomendasi Praktis 

Menganalisis praktik di lapangan dan memberikan rekomendasi konkret dapat membantu 

KSPPS menyelenggarakan RAT yang lebih efektif dan bermakna. 

5.1 Analisis Kinerja KSPPS di Indonesia: Pembelajaran dari Praktik 

Studi dan laporan mengenai KSPPS di Indonesia menunjukkan adanya sejumlah 

tantangan dalam implementasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa fungsi 

pengawasan syariah oleh DPS terkadang masih lemah dan belum optimal. Studi lain 

menyoroti kinerja keuangan beberapa KSPPS yang masih tergolong kurang baik 

berdasarkan analisis rasio keuangan. Selain itu, penerapan peraturan baru mengenai 

penilaian tingkat kesehatan koperasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi KSPPS. 

Meskipun demikian, banyak pula KSPPS yang berhasil menunjukkan kinerja unggul. 

Faktor kunci keberhasilan mereka umumnya terletak pada penerapan tata kelola yang 

profesional, transparan, akuntabel, dan adil (fairness). Selain itu, kemampuan untuk 

berinovasi dalam produk dan layanan dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip 

syariah juga menjadi pendorong kemajuan. 

5.2 Rekomendasi untuk Penyelenggaraan RAT yang Efektif dan Berlandaskan 

Syariah 

Untuk meningkatkan kualitas RAT, beberapa langkah praktis dapat diterapkan: 

 Pra-RAT: Pengurus, Pengawas, dan DPS harus memastikan seluruh materi 

laporan, terutama Laporan Pertanggungjawaban DPS, telah didistribusikan 



kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum acara. Ini memberikan waktu yang 

cukup bagi anggota untuk mempelajari materi dan mempersiapkan pertanyaan 

atau masukan yang berkualitas. 

 Selama RAT: Pimpinan sidang, yang dipilih dari dan oleh anggota, memiliki peran 

krusial untuk memastikan diskusi berjalan seimbang. Diskusi tidak boleh hanya 

terfokus pada angka-angka keuangan (SHU dan aset), tetapi juga harus 

memberikan porsi yang cukup untuk membahas substansi syariah, temuan DPS, 

dan dampak sosial koperasi. Anggota harus didorong untuk aktif bertanya 

mengenai aspek kepatuhan syariah dari setiap program dan kebijakan. 

 Pasca-RAT: Seluruh keputusan yang telah disahkan dalam RAT harus 

didokumentasikan dengan baik dalam Berita Acara dan ditindaklanjuti secara 

konsisten oleh pengurus. Hasil dan keputusan RAT harus dikomunikasikan secara 

transparan kepada seluruh anggota, termasuk yang tidak dapat hadir. 

5.3 Contoh Format Berita Acara RAT yang Mengintegrasikan Aspek Syariah 

Berita Acara (BA) RAT adalah dokumen hukum yang merekam seluruh proses dan 

keputusan. Format BA untuk KSPPS harus secara eksplisit mencerminkan kekhasan 

syariahnya. Berdasarkan contoh-contoh yang ada, sebuah format yang ideal harus 

memuat: 

 Identitas Rapat: Nama, waktu, dan tempat pelaksanaan RAT. 

 Kuorum: Pernyataan mengenai jumlah anggota yang hadir dan sahnya rapat 

untuk mengambil keputusan. 



 Agenda Rapat: Daftar agenda yang jelas, yang secara terpisah dan eksplisit 

mencantumkan "Penyampaian, Pembahasan, dan Pengesahan Laporan 

Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS)". 

 Isi Keputusan: Rangkuman dari setiap keputusan yang diambil, termasuk: 

o Pengesahan LPJ Pengurus. 

o Pengesahan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas. 

o Pengesahan Laporan Hasil Pengawasan DPS. 

o Pengesahan RK-RAPB, dengan catatan singkat mengenai pertimbangan 

syariah dalam program-program utama. 

o Penetapan alokasi SHU. 

 Penutup dan Tanda Tangan: Ditandatangani oleh pimpinan rapat dan perwakilan 

unsur-unsur terkait. 

 Lampiran: Melampirkan salinan lengkap dari LPJ Pengurus, Laporan Pengawas, 

dan yang terpenting, Laporan Hasil Pengawasan DPS. 

Adanya kesenjangan antara idealisme prinsip syariah dan realitas implementasi di 

lapangan adalah sebuah keniscayaan. Studi kasus menunjukkan adanya tantangan 

seperti fungsi pengawasan syariah yang belum optimal atau kinerja keuangan yang perlu 

perbaikan. Di sinilah RAT yang efektif berfungsi sebagai jembatan untuk mempersempit 

kesenjangan tersebut. RAT adalah satu-satunya forum di mana seluruh pemangku 

kepentingan (anggota, pengurus, pengawas, dan DPS) bertemu secara terbuka untuk 

mengidentifikasi, membahas, dan mencari solusi atas kesenjangan ini. Oleh karena itu, 

RAT yang berkualitas, yang didukung oleh anggota yang teredukasi, laporan yang 

transparan, dan diskusi yang mendalam, berfungsi sebagai mekanisme koreksi diri 



tahunan bagi KSPPS. Rekomendasi praktis dan format Berita Acara yang baik bukanlah 

sekadar alat administratif, melainkan instrumen vital untuk memperkuat fungsi korektif ini, 

mendorong koperasi untuk terus bergerak dari realitas menuju idealisme syariah. 

  



Kesimpulan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) adalah instrumen tata kelola yang paling fundamental dan strategis. Jauh 

melampaui kewajiban hukum, RAT adalah sebuah proses musyawarah agung 

(musyawarah agung) yang menjadi jantung dari penegakan prinsip syariah dalam tubuh 

koperasi. Ini adalah forum di mana akuntabilitas finansial dan akuntabilitas syariah 

bertemu, di mana kinerja masa lalu dievaluasi melalui dua lensa, bisnis dan syariah, dan 

arah masa depan ditentukan dengan dua kompas, kelayakan usaha dan kemaslahatan 

umat. Melalui pengesahan laporan pertanggungjawaban dari Pengurus, Pengawas, dan 

terutama Dewan Pengawas Syariah, anggota secara kolektif menegaskan kembali 

komitmen mereka terhadap identitas syariah koperasi. Melalui diskusi mengenai produk, 

risiko, dan investasi, anggota menavigasi keseimbangan antara profitabilitas dan 

keberkahan. Dengan demikian, RAT yang dilaksanakan dengan benar, penuh 

kesadaran, dan partisipasi aktif adalah jaminan utama bagi KSPPS untuk tetap setia pada 

misi gandanya: mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi anggota 

(falah) sambil secara konsisten dan konsekuen menegakkan prinsip-prinsip luhur syariah 

Islam dalam setiap napas operasionalnya. 
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